





1. Dalam implementasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Klaten setelah 
berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang dilakukan sejak tahun 2013 sudah sejalan dengan Perda Kab. Klaten 
No.17 tahun 2011 tentang PBB-P2 dan Perbup No.25 tahun 2012 tentang 
petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB-P2 meskipun masih terdapat faktor-
faktor yang menjadi kendala dalam pemungutan tersebut. Sedangkan dalam 
pemungutan BPHTB, terdapat permasalahan dalam implementasi 
pemungutannya yaitu dengan penentuan harga transaksi yang diberikan oleh 
BPKD dalam hal pembayaran BPHTB dari obyek jual beli. Penentuan harga 
tersebut jelas menyalahi UU No.28 Tahun 2009, Perda Kab. Klaten No.9 tahun 
2010 tentang BPHTB dan Perbup No.49 tahun 2010 tentang sistem dan 
prosedur pemungutan BPHTB karena penentuan harga tersebut tidak diatur. 
Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak karena terkesan 
tidak ada aturan yang jelas terkait kewenangan BPKD dalam menentukan 
harga transaksi tersebut. Dalam implementasi peraturan dipengaruhi faktor-
faktor yang menyebabkan tidak sesuainya harapan dalam peraturan dan 
implementasinya, namun dalam hal ini sangat fatal karena penentuan harga 
transaksi oleh BPKD tidak memiliki dasar sehingga melanggar asas kebebasan 
berkontrak dan asas personalitas wajib pajak selaku para pihak dalam 
perjanjian jual beli. 
2. Kendala dalam implementasi PBB-P2 di Kabupaten Klaten terdiri dari tiga 
subyek, pertama dari wajib pajak di Kabupaten Klaten yakni masih terdapat 
banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran atas kewajiban membayar 
pajak. Kedua adalah data peninggalan dari KPP kepada BPKD terkait masih 
banyak ketidaksesuaian antara data yang ada dengan keadaan di lapangan. 
Ketiga adalah dari personil BPKD yang sangat terbatas sehingga harus 
meminta bantuan Kadus atau Bayan dalam penyampaian SPPT-PBB yang 
sering menimbulkan permasalahan terkait penyampaiannya karena pada 
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dasarnya desa tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan. Kendala 
dalam pemungutan BPHTB adalah pertama adalah wajib pajak di Kabupaten 
Klaten yang masih awam mengenai BPHTB selain itu banyak terjadi wajib 
pajak cenderung menyerahkan semua kepengurusan BPHTB kepada 
Notaris/PPAT secara keseluruhan, faktor kedua adalah BPKD yang dalam 
melakukan validasi (dalam hal BPHTB terkait jual beli) menentukan harga dan 
mengesampingkan esensi kesepakatan para pihak dalam melakukan transaksi 
(dalam BPHTB seharusnya menggunakan self assessment system, wajib pajak 
menghitung sendiri pajak yang akan dibayar) dan tidak akan memberikan 
validasi apabila harga yang diajukan tidak sesuai dengan harga dari BPKD. 
3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan pemungutan PBB-
P2 dan BPHTB di Kabupaten Klaten BPKD Kabupaten Klaten melakukan 
upaya-upaya meliputi penyuluhan, sosialisasi, dan intensifikasi mengenai pajak 
daerah tersebut. BPKD juga melakukan pendataan ulang dari data yang 
diwariskan oleh KPP dengan meninjau langsung lapangan agar mendapatkan 
data yang lebih akurat. 
 
B. Implikasi 
1. Pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh perangkat daerah yang tidak mau 
menyampaikan SPPT PBB berdampak pada capaian penerimaan daerah. 
Sedangkan pemungutan BPHTB oleh BPKD dengan menentukan harga yang 
tidak sesuai dengan aturan melanggar asas kebebasan berkontrak, asas 
personalitas dan tidak sesuai dengan self assessment dimana seharusnya wajib 
pajak yang menghitung sendiri pajak terutangnya sehingga dapat membuat 
masyarakat beranggapan bahwa tidak ada kepastian hukum bagi mereka selaku wajib 
pajak. 
2. Dampak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran atas pajak dapat 
mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan Kabupaten 
Klaten untuk pembagunan. Ketidaksesuaian data yang ditinggalkan KPP juga 
berdampak pada wajib pajak yang seharusnya membayarkan kewajibanya 
namun terkendala karena cacatnya data. Sedangkan dampak dari tidak 
114 
 
jelasnya sistem dalam pemungutan BPHTB dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. 
3. Dengan upaya-upaya meliputi penyuluhan, sosialisasi, dan intensifikasi 
mengenai pajak daerah dapat menimbulkan rasa kesadaran dari masyarakat 
sebagai wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak. 
 
C. Saran 
1. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 seharusnya Kabupaten Klaten 
menambahkan personil di lapangan, bukan dengan meminta bantuan Kadus 
dan/atau Bayan agar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat terlaksana 
dengan baik. Dalam pemungutan BPHTB seharusnya pemerintah melakukan 
validasi dengan mencocokkan kesesuaian saja tidak dengan menentukan harga 
transaksi (dalam hal pembayaran BPHTB dari jual beli) karena apabila wajib 
pajak terbukti kurang membayar pajak, pemerintah daerah dapat 
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sesuai 
dengan ketentuan di Pasal 14 (1) huruf a Perda Kab. Klaten No. 9 tahun 2010 
tentang BPHTB. 
2. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam pemungutan PBB-P2 dan BPHTB 
Kabupaten Klaten seharusnya membuat sistem yang lebih jelas khususnya 
dalam BPHTB agar ada kepastian bagi wajib pajak itu sendiri.  
3. Upaya-upaya dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan 
pemungutan PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi penyuluhan, sosialisasi, dan 
intensifikasi mengenai pajak daerah harus dilakukan secara rutin sehingga hal 
tersebut dapat berdampak lebih.  
 
 
 
 
 
